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GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44 /K.624 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kepala Daerah melimpahkan
sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat
Perangkat Daerah sehingga perlu menunjuk Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah;

bahwa nama dan/atau jabatan sebagaimana
tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan
mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



10.

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Utara Nomor 40);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD); dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara
serta wajib berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 20 Desember 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

NIP. 19700103 200112 1 003 ZAINAL ARIFIN PALIWANG
Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjung Selor;
6. Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kantor Cabang Tanjung

Selor;
Masing-masing yang bersangkutan.
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Utara sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai
berikut :

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah;

b. menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD, dan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang
telah diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
(BUD); dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan
tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA
bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara
serta wajib berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya Di . .
. P : tetapkan di Tanjung Selor
Sekretariat D;z;aahk;%;/ln:l; Kalrlrinantan Utara pada tanggal 20 Desember 2023
VY =" GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
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MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003 ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara;

Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tanjung Selor;

Pimpinan BPD Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kantor Cabang Tanjung
Selor;

Masing-masing yang bersangkutan.
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